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Abstract. This study aims to analyze the influence of Taxpayer Awareness, Motor Vehicle Tax and Motor Vehicle 

Title Transfer Fee Option (Opsen PKB-BBNKB), and Public Service Accountability on Motor Vehicle Taxpayer 

Compliance within the working area of the Regional Revenue Management Center (P3DW) of Majalengka 

Regency. This study employed a quantitative approach using a survey method. The sample consisted of 100 

respondents selected through purposive sampling. Data were collected through questionnaires and analyzed 

using SPSS version 25.0. The results indicate that Taxpayer Awareness has a positive and significant effect on 

Motor Vehicle Taxpayer Compliance. The Opsen PKB-BBNKB also has a positive and significant effect on Motor 

Vehicle Taxpayer Compliance, indicating that its implementation as part of fiscal decentralization can support 

regional revenue and encourage taxpayer compliance. Meanwhile, Public Service Accountability has no 

significant effect on Motor Vehicle Taxpayer Compliance. Simultaneously, Taxpayer Awareness, Opsen PKB-

BBNKB, and Public Service Accountability have a significant effect on Motor Vehicle Taxpayer Compliance. 

 

Keywords: Majalengka Regency; Mandatory Awareness; Opsen PKB; Public Accountability; Tax Compliance. 

 

Abstrak. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Opsen PKB-BBNKB, 

dan Akuntabilitas Pelayanan Publik terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor pada wilayah kerja 

Pusat Pengelolaan Pendapatan Daerah (P3DW) Kabupaten Majalengka. Penelitian menggunakan pendekatan 

kuantitatif dengan metode survei. Sampel penelitian terdiri atas 100 responden yang dipilih menggunakan teknik 

purposive sampling. Data diperoleh melalui penyebaran kuesioner dan dianalisis menggunakan SPSS versi 25.0. 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Kesadaran Wajib Pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap 

Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor. Opsen PKB-BBNKB juga berpengaruh positif dan signifikan 

terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor. Sementara itu, Akuntabilitas Pelayanan Publik tidak 

berpengaruh signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor. Secara simultan, Kesadaran Wajib 

Pajak, Opsen PKB-BBNKB, dan Akuntabilitas Pelayanan Publik berpengaruh signifikan terhadap Kepatuhan 

Wajib Pajak Kendaraan Bermotor. 

 

Kata kunci: Akuntabilitas Publik; Kabupaten Majalengka; Kepatuhan Pajak; Kesadaran Wajib; Opsen PKB. 

 

1. LATAR BELAKANG 

Sistem perpajakan di Indonesia terdiri atas pajak pusat dan pajak daerah, di mana pajak 

pusat dikelola oleh pemerintah pusat melalui Direktorat Jenderal Pajak dan digunakan untuk 

membiayai APBN, sedangkan pajak daerah merupakan kontribusi wajib yang dipungut 

pemerintah daerah untuk membiayai kepentingan dan penyelenggaraan pemerintahan daerah 

(Nabawi et al., 2025; Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022). Pajak daerah 

mencakup berbagai jenis pajak, salah satunya Pajak Kendaraan Bermotor (PKB), yaitu pajak 

atas kepemilikan dan/atau penguasaan kendaraan bermotor yang menjadi salah satu sumber 

penerimaan daerah. Pelaksanaan administrasi PKB dilakukan melalui Sistem Administrasi 

Manunggal Satu Atap (SAMSAT) yang melibatkan Badan Pendapatan Daerah, Kepolisian 

Republik Indonesia, dan PT Jasa Raharja (Persero) (Bapenda Jabar, 2025). Dalam konteks 
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penerimaan daerah, kepatuhan wajib pajak menjadi aspek penting karena mencerminkan 

ketaatan dalam memenuhi kewajiban perpajakan, sementara peningkatan jumlah kendaraan 

bermotor berpotensi memperluas basis penerimaan PKB dan mendukung peningkatan 

pendapatan daerah (Hidayat & Maulana, 2022). Oleh karena itu, Pajak Kendaraan Bermotor 

dan kepatuhan pajak menjadi faktor yang relevan untuk dikaji dalam kaitannya dengan 

Pendapatan Asli Daerah. 

Tabel 1. Jumlah Kendaraan Kab.Majalengka. 

Tahun 

Jumlah Kendaraan 

Bermotor - Mobil 

Penumpang 

Jumlah 

Kendaraan 

Bermotor - Bus 

Jumlah 

Kendaraan 

Bermotor - Truk 

Jumlah 

Kendaraan 

Bermotor - 

Sepeda 

Motor 

Jumlah 

Kendaraan 

Bermotor – 

Jumlah 

2023 2.819.163 33.038 747.328 22.355.333 25.954.862 

2024 2.965.471 34.520 756.257 23.348.676 27.104.924 

2025 2.980.773 36.679 779.518 24.260.590 28.057.560 

Sumber: Badan Pusat Statistik (2025). 

Tabel 1 menunjukkan bahwa jumlah kendaraan bermotor di Provinsi Jawa Barat terus 

meningkat selama 2023–2025, dengan kenaikan sebesar 4,43% pada 2024 dan 3,52% pada 

2025 yang terutama didominasi oleh sepeda motor dan mobil penumpang. Peningkatan jumlah 

kendaraan tersebut berpotensi memperluas basis penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor 

(PKB), sehingga diperlukan kepatuhan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya 

(Hendriawan & Sofianty, 2022). Kepatuhan wajib pajak berkaitan dengan transparansi, 

keterbukaan informasi, dan kesadaran masyarakat dalam membayar pajak, sedangkan 

ketidakpatuhan dapat mendorong terjadinya penghindaran dan pelalaian pajak (Prayitna & 

Witono, 2022; Isnaini & Karim, 2021). Dalam meningkatkan kesadaran tersebut, Bapenda 

Jawa Barat memanfaatkan layanan WhatsApp Samsat untuk menyampaikan informasi 

tunggakan PKB kepada pemilik kendaraan yang tidak melakukan daftar ulang (Bapenda Jabar, 

2024). 

Tabel 1. Kendaraan Tidak Melakukan Daftar Ulang. 
Tahun (1) Potensi Kendaraan (2) KTMDU (3) (2-3) Persen KTMDU % 

2023 375.928 55.064 320.861 14,65% 

2024 372.706 49.681 323.025 13,33% 

2025 382.638 51.115 331.523 13,36% 

Sumber: Kantor Pusat Pengelolaan Pendapatan Daerah Wilayah Kabupaten Majalengka 2025. 

Berdasarkan tabel 2, dapat diketahui bahwa potensi kendaraan di Kabupaten Majalengka 

mengalami fluktuasi selama periode 2023–2025. Pada tahun 2023, jumlah potensi kendaraan 

tercatat sebanyak 375.928 unit dengan jumlah Kendaraan Tidak Melakukan Daftar Ulang 

(KTMDU) sebanyak 55.064 unit atau sebesar 14,65%, sehingga kendaraan yang melakukan 

daftar ulang mencapai 320.861 unit. Pada tahun 2024, jumlah potensi kendaraan sedikit 

menurun menjadi 372.706 unit, sedangkan jumlah KTMDU juga mengalami penurunan 
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menjadi 49.681 unit atau sebesar 13,33%, sehingga jumlah kendaraan yang melakukan daftar 

ulang meningkat menjadi 323.025 unit. Selanjutnya pada tahun 2025, potensi kendaraan 

kembali meningkat menjadi 382.638 unit dengan jumlah KTMDU sebanyak 51.115 unit atau 

sebesar 13,36%, dan jumlah kendaraan yang melakukan daftar ulang mencapai 331.523 unit. 

Data tersebut menunjukkan bahwa meskipun potensi kendaraan cenderung meningkat, 

persentase KTMDU mengalami penurunan dibandingkan tahun 2023. Hal ini menunjukkan 

adanya peningkatan kesadaran masyarakat dalam melakukan daftar ulang kendaraan, meskipun 

masih diperlukan upaya pengawasan dan sosialisasi yang lebih optimal untuk menekan angka 

KTMDU setiap tahunnya. 

Berikut adalah data target dan realisasi penerimaan pajak kendaraan bermotor (PKB) dan 

bea balik nama kendaraan bermotor I (BBNKB I) pada Kantor Pusat Pengelolaan Pendapatan 

Daerah Wilayah Kabupaten Majalengka baik yang membayar melalui online ataupun offline. 

Tabel 2. Target dan Realisasi Pendapatan Pajak Kendaraan. 

Tahun 
Target (dalam rupiah) Realisasi (dalam rupiah) Persentase (%) 

PKB BBNKB I PKB BBNKB I PKB BBNKB I 

2023 126.687.853.430 71.678.659.671 129.385.029.600 68.467.032.600 102,13% 95,52% 

2024 134.417.030.691 72.263.153.088 133.979.279.600 72.702.080.000 99,67% 106,61% 

2025 165.983.522.936 90.934.597.356 164.789.095.000 79.556.948.600 99,28% 87,49% 

Sumber: Kantor Pusat Pengelolaan Pendapatan Daerah Wilayah Kabupaten Majalengka 2025. 

Berdasarkan Tabel 3, target dan realisasi Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Bea 

Balik Nama Kendaraan Bermotor I (BBNKB I) di Kabupaten Majalengka selama 2023–2025 

mengalami fluktuasi, dengan realisasi PKB masing-masing sebesar 102,13%, 99,67%, dan 

99,28%, sedangkan BBNKB I mencapai 95,52%, 106,61%, dan 87,49%. Kondisi tersebut 

menunjukkan bahwa penerimaan PKB relatif stabil dan mendekati target, sementara BBNKB 

I lebih berfluktuasi, sehingga kesadaran dan kepatuhan wajib pajak tetap menjadi aspek penting 

dalam optimalisasi penerimaan daerah (Rakhmadhani, 2020; Pranata et al., 2022; Salsabilla & 

Nurhayati, 2023), meskipun beberapa penelitian menemukan bahwa kesadaran tidak selalu 

berpengaruh terhadap kepatuhan (Karlina & Ethika, 2020; Putra, 2022). Sejak 5 Januari 2025, 

penerapan Opsen PKB-BBNKB di Jawa Barat menjadi bagian dari kebijakan perpajakan 

daerah yang memungkinkan sebagian penerimaan pajak kendaraan bermotor disalurkan 

langsung ke pemerintah kabupaten/kota sesuai ketentuan yang berlaku. Mekanisme tersebut 

diharapkan dapat memperkuat penerimaan daerah dan mendukung pembiayaan pembangunan 

serta pelayanan publik, sehingga pemahaman masyarakat mengenai kewajiban, mekanisme, 

dan manfaat pajak menjadi penting dalam mendorong kepatuhan wajib pajak kendaraan 

bermotor. 
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Tabel 4. Target dan Realisasi PKB dan BBNKB 2025. 

Pajak Target Tahun 2025 
Realisasi Januari 

2025 

Opsen Januari 2025 dari P3DW Majalengka ke 

Kabupaten Majalengka 

(66% x realisasi) 

PKB 179.844.592.714* 11.784.369.800* 7.777.684.068* 

BBNKB 88.390.294.024* 7.641.797.000* 5.043.586.020* 

Sumber: Pusat Pengelolaan Pendapatan Wilayah Kabupaten Majalengka (data diolah tahun 2025). 

(*) jumlah angka tersebut merupakan perkiraan dan bisa berubah. 

Berdasarkan data pada Tabel 4, target pendapatan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan 

Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) di wilayah P3DW Majalengka pada tahun 

2025 masing-masing ditetapkan sebesar Rp179.844.592.714 dan Rp88.390.294.024. Pada 

Januari 2025, realisasi penerimaan PKB mencapai Rp11.784.369.800, sedangkan realisasi 

penerimaan BBNKB mencapai Rp7.641.797.000. Dari total realisasi tersebut, bagian opsen 

yang disalurkan dari P3DW Majalengka kepada Kabupaten Majalengka sebesar 66% dari 

realisasi penerimaan, yaitu Rp7.777.684.068 untuk PKB dan Rp5.043.586.020 untuk BBNKB. 

Data tersebut menunjukkan bahwa penerimaan pajak kendaraan bermotor pada awal 

tahun 2025 memberikan kontribusi yang cukup besar terhadap pendapatan daerah Kabupaten 

Majalengka melalui mekanisme opsen pajak. Tingginya realisasi penerimaan PKB 

dibandingkan BBNKB menunjukkan bahwa pembayaran pajak kendaraan tahunan masih 

menjadi sumber penerimaan yang lebih stabil dibandingkan bea balik nama kendaraan. Namun 

demikian, seluruh angka yang tercantum masih bersifat perkiraan dan dapat mengalami 

perubahan sesuai perkembangan realisasi penerimaan pajak pada periode berikutnya. 

Fitriana & Musyarofah (2024) penambahan Opsen dapat meningkatkan pendapatan 

kabupaten/kota. Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Ramdhan & Rachman (2023) dan 

Sari (2024), Proses perumusan kebijakan Opsen PKB dimaksudkan untuk meningkatkan 

otoritas pajak daerah dan meningkatkan alokasi pendapatan bagi pemerintah kabupaten/kota 

serta dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Hasil penelitian Faiq et.al, (2023) 

memperkuat argumen ini, karena penelitian mereka menunjukkan bahwa kebijakan pajak 

Opsen memberikan manfaat seperti kepastian penerimaan di daerah, peningkatan PAD di 

kabupaten/kota, dan peningkatan kerja sama antar tingkat pemerintahan. Dengan kepastian 

penerimaan dan peningkatan PAD memungkinkan untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak 

dalam membayar pajak kendaraan bermotornya. Pemerintah Daerah memilik  daya yang lebih 

memadai untuk membiayai program layanan masyarakat serta memastikan pengelolaan yang 

transparan dan dapat meningkatkan akuntabilitas pelayanan publik. 

Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi Jawa Barat (2024), Menyatakan 

bahwa Pemerintah daerah bertanggung jawab untuk menyelenggarakan pelayanan publik 
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secara terintegrasi dan berkesinambungan untuk memenuhi harapan dan tuntutan masyarakat 

terhadap kualitas pelayanan publik yang baik. Beberapa prinsip utama ddari pelayanan publik 

yang baik yaitu akuntabilitas harus dipenuhi dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat, 

termasuk keterbukaan informasi, partisipasi masyarakat sipil, pengawasan yang efektif, 

keadilan, dan pencegahan korupsi. Prayitna & Witono (2022) kemampuan Samsat untuk 

melayani wajib pajak untuk memenuhi segala kebutuhan mereka secara transparan dan terbuka 

dikenal sebagai akuntabilitas pelayanan publik. Ppernyataan yang sama, akuntabilitas 

pelayanan publik terutama yang dicontohkan oleh lembaga seperti Samsat, memastikan 

transparansi dan daya tanggap terhadap kebutuhan wajib pajak dan berfungsi sebagai penentu 

keunggulan layanan Wulandari et al. (2022). 

Berdasarkan Peraturan Pemerintah (2010) Nomor 71, akuntabilitas berarti entitas 

pelaporan bertanggung jawab atas pelaksanaan kebijakan dan pengelolaan sumber daya untuk 

mencapai tujuan yang telah ditetapkan secara berkala. Diharapkan manajer publik memiliki 

kemampuan untuk bergerak dari posisi ketaatan pasif ke posisi yang terlibat secara aktif dalam 

pembentukan standar akuntabilitas yang sesuai dengan keinginan dan harapan masyarakat. Jika 

akuntabilitas pelayanan di Kantor Samsat memberikan layanan yang baik kepada wajib pajak 

dan sesuai dengan peraturan penyelenggaraan pelayanan publik, wajib pajak akan memenuhi 

kewajiban perpajakannya. I. A. C. U. Dewi & Gayatri (2020) mengungkapkan bahwa 

pelayanan yang diberikan oleh petugas sangat memengaruhi kepatuhan wajib pajak dalam 

membayar pajak; oleh karena itu, petugas dituntut untuk melayani wajib pajak dengan cara 

yang ramah, adil, dan tegas setiap saat, serta dapat meningkatkan kesadaran masyarakat akan 

tanggung jawab mereka untuk membayar pajak. 

Penelitian ini dilatar belakangi oleh research gap pada penelitian- penelitian terdahulu. 

Berdasarkan Penelitian yang dilakukan oleh I. A. C. U. Dewi & Gayatri (2020), Kadir et al. 

(2021), Aditya et al. (2020), dan Fatmawati & Adi (2022) memperoleh kesimpulan bahwa 

kesadaran wajib pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan 

bermotor. Namun be dewi rbeda dengan penelitian Utami (2024), Kirom & Dhanirizka (2025), 

dan Astuti et al. (2025), mengungkapkan bahwa kesadaran wajib pajak tidak berpengaruh 

terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor. Selanjutnya penelitian tentang 

akuntabilitas pelayanan public terhadap kepatuhan wajib pajak, oleh beberapa peneliti 

terdahulu yaitu I. A. C. U. Dewi & Gayatri (2020) Fatmawati & Adi (2022), Ammy (2022), 

dan Trisnayanti et al. (2022), berdasarkan hasil penelitian yaitu akuntabilitas pelayanan public 

atau kualitas layanan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor. 
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Sedangkan penelitian Anu (2022) dan Fitrianingsi (2024) tidak ada pengaruh akuntabilitas 

pelayanan pubik terhadap kepatuhan wajib pajak. 

Bersumber pada penelitian Fatmawati & Adi (2022) mengenai pengaruh kesadaran 

pajak, kualitas pelayanan fiskus, tingkat pemahaman pajak, tinfkat pendapatan dan sanksi pajak 

terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak kendaraan bermotor (studi empiris 

pada samsat kota surakarta), terdapat inkonsistensi dalam hasil penelitian. Perbedaan penelitian 

ini dengan penelitian tersebut yaitu terletak pada variabel, sampel, dan pengukuran yang 

digunakan. Pada penelitian ini menggunakan variabel independent kesadaran wajib pajak, 

opsen PKB- BBNKB, dan akuntabilitas yang memungkinkan berdampak terhadap kepatuhan 

wajib pajak kendaraan bermotor. Fatmawati & Adi (2022) menyarankan untuk penelitian 

selanjutnya dapa menambahkan variabel yang belum dibahas dalam penelitian tersebut seperi 

tarif pajak. Oleh karena itu kebaruan penelitian ini adalah variabel independent Opsen PKB-

BBNKB, yang merupakan kebijakan baru di Jawa Barat yang dimulai pada 5 Januari 2025. 

Sampel penelitian ini juga berbeda yaitu wajib pajak kendaraan bermotor di kantor Samsat 

Majalengka Kabupaten Majalengka. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk mengkaji 

lebih lanjut bagaimana ketiga variabel tersebut berdampak terhadap kepatuhan wajib pajak 

kendaraan bermotor. 

Dengan penelitian ini, peneliti berharap dapat memberikan kontribusi dalam memahami 

faktor-faktor yang dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor serta 

memberikan rekomendasi bagi pemerintah daerah dalam meningkatkan penerimaan pajak 

secara lebih efektif. Berdasarkan penjelasan mengenai pentingnya Pajak Kendaraan Bermotor 

dan fenomena yang terjadi di Kantor Pusat Pengelolaan Pendapatan Daerah Wilayah 

Kabupaten Majalengka, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “Pengaruh 

Kesadaran Wajib Pajak, Opsen PKB-BBNKB, dan Akuntabilitas Pelayanan Publik Terhadap 

Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor (Studi Kasus Pada Kantor Pusat Pengelolaan 

Pendapatan Daerah Wilayah Kabupaten Majalengka)”. 

 

2. METODE PENELITIAN 

Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan karakteristik deskriptif untuk 

menggambarkan fenomena secara sistematis melalui data numerik dan analisis statistik 

(Heningtyas, 2023). Metode kuantitatif berlandaskan positivisme dan digunakan untuk 

meneliti populasi atau sampel tertentu dengan instrumen penelitian serta analisis statistik untuk 

menguji hipotesis (Sugiyono, 2013). Variabel dependen dalam penelitian ini adalah Kepatuhan 

Wajib Pajak (Y), yang mencakup kepatuhan formal, seperti ketepatan waktu pembayaran pajak 
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kendaraan bermotor, dan kepatuhan material (Afifah, 2021). Variabel independen terdiri atas 

Kesadaran Wajib Pajak (X1), Opsen PKB-BBNKB (X2), dan Akuntabilitas Pelayanan Publik 

(X3). Kesadaran wajib pajak meliputi pemahaman terhadap peraturan dan fungsi pajak serta 

kesediaan menghitung, membayar, dan melaporkan pajak dengan benar (Hidayat & Wati, 

2022). Opsen PKB-BBNKB merupakan pungutan tambahan yang menjadi kewenangan 

pemerintah daerah berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan 

Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Handayani, 2023).  

Populasi penelitian adalah wajib pajak kendaraan bermotor yang terdaftar di Pusat 

Pengelolaan Pendapatan Daerah Wilayah Kabupaten Majalengka sebanyak 331.523 

responden. Sampel merupakan bagian dari populasi yang dipilih untuk diteliti (Heningtyas, 

2023). Pengambilan sampel dilakukan secara accidental sampling, yaitu responden yang 

ditemui secara kebetulan dan dinilai sesuai dengan sumber data penelitian (Sugiyono, 2019). 

Jumlah sampel ditentukan menggunakan rumus Slovin dengan tingkat kesalahan 10%, 

sehingga diperoleh 99,96 yang dibulatkan menjadi 100 responden. Penelitian dilaksanakan di 

Kantor Pusat Pengelolaan Pendapatan Daerah Wilayah Kabupaten Majalengka, dengan 

pelaksanaan penelitian pada tahun 2026. Data yang digunakan merupakan data primer yang 

diperoleh melalui penelitian lapangan dengan menyebarkan kuesioner tertutup kepada wajib 

pajak kendaraan bermotor. Pernyataan dalam kuesioner disusun berdasarkan indikator masing-

masing variabel dengan mengacu pada penelitian terdahulu. Data yang terkumpul dianalisis 

secara kuantitatif deskriptif dan menggunakan analisis regresi linear berganda dengan bantuan 

perangkat lunak SPSS untuk menguji pengaruh tiga variabel independen terhadap Kepatuhan 

Wajib Pajak (Ghozali, 2016). 

Pengujian instrumen penelitian meliputi uji validitas dan reliabilitas. Uji validitas 

dilakukan dengan membandingkan nilai r hitung dengan r tabel pada tingkat signifikansi 0,05, 

sedangkan reliabilitas diukur menggunakan Cronbach’s Alpha dengan kriteria nilai >0,70 

(Ramadhan et al., 2024; Ghozali, 2016). Analisis statistik deskriptif digunakan untuk 

menggambarkan karakteristik responden dan variabel penelitian melalui nilai minimum, 

maksimum, mean, median, dan standar deviasi (Afifah, 2021). Sebelum analisis regresi 

dilakukan uji asumsi klasik yang meliputi uji multikolinearitas, normalitas, dan 

heteroskedastisitas. Multikolinearitas dinilai melalui tolerance >0,10 atau Variance Inflation 

Factor (VIF) <10, normalitas residual diuji menggunakan Kolmogorov-Smirnov dengan 

signifikansi >0,05, sedangkan tidak terjadinya heteroskedastisitas ditunjukkan oleh 

signifikansi >0,05 (Ghozali, 2016). Selanjutnya, pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Opsen 

PKB-BBNKB, dan Akuntabilitas Pelayanan Publik terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dianalisis 
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melalui regresi linear berganda dengan persamaan Y = a + b₁X₁ + b₂X₂ + b₃X₃ + e. Pengujian 

hipotesis dilakukan melalui uji F untuk mengetahui pengaruh variabel independen secara 

simultan, uji t untuk mengetahui pengaruh secara parsial, serta koefisien determinasi (R²) untuk 

mengetahui besarnya kemampuan variabel independen dalam menjelaskan variabel dependen, 

dengan tingkat signifikansi 5% (Sugiyono, 2016). 

 

3. HASIL DAN PEMBAHASAN  

Karakteristik Responden 

 Berdasarkan hasil pengolahan data terhadap 100 responden, karakteristik responden 

menunjukkan bahwa mayoritas berjenis kelamin laki-laki sebanyak 56 orang (56%), sedangkan 

perempuan sebanyak 44 orang (44%). Berdasarkan usia, responden didominasi kelompok usia 

41–50 tahun sebanyak 34 orang (34%), diikuti usia 21–30 tahun sebanyak 33 orang (33%), 

usia 31–40 tahun sebanyak 20 orang (20%), dan usia di atas 50 tahun sebanyak 13 orang (13%). 

Berdasarkan pekerjaan, mayoritas responden merupakan wiraswasta sebanyak 30 orang (30%), 

diikuti karyawan swasta dan kategori lainnya masing-masing 20 orang (20%), PNS sebanyak 

16 orang (16%), serta mahasiswa sebanyak 14 orang (14%). Sementara itu, berdasarkan jenis 

kendaraan yang dimiliki, mayoritas responden memiliki kendaraan roda dua sebanyak 80 orang 

(80%), sedangkan kendaraan roda empat sebanyak 12 orang (12%) dan responden yang 

memiliki keduanya sebanyak 8 orang (8%), sehingga karakteristik sampel penelitian secara 

umum didominasi oleh laki-laki, kelompok usia 41–50 tahun, wiraswasta, dan pemilik 

kendaraan roda dua. 

Uji Instrumen 

Uji Validitas 

 
Gambar 1. Uji Validitas. 

Sumber: Output SPSS yang telah dioalah (2026). 
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Hasil pengujian validitas menunjukkan bahwa seluruh item pernyataan pada variabel 

Kesadaran Wajib Pajak (X1), Opsen PKB-BBNKB (X2), Akuntabilitas Pelayanan Publik (X3), 

dan Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor (Y) memiliki nilai koefisien korelasi Pearson 

(r hitung) yang melebihi nilai r tabel sebesar 0,1966. Oleh karena itu, seluruh item pernyataan 

dinyatakan valid dan mampu mengukur masing-masing variabel penelitian secara tepat, 

sehingga dapat digunakan dalam tahap analisis selanjutnya. 

Uji Realibilitas 

Tabel 5. Skala Realibilitas. 
Reliabilitas sangat rendah (tidak reliable) -1,00 < alpha < 0,20 

Reliabilitas rendah 0,20 < alpha < 0,40 

Reliabilitas sedang 0,40 < alpha < 0,60 

Reliabilitas tinggi 0,60 < alpha < 0,80 

Reliabilitas sangat tinggi alpha > 0,80 

Sumber : Diolah oleh peneliti. 

Semakin tinggi nilai Cronbach's Alpha, semakin baik tingkat reliabilitas atau konsistensi 

instrumen penelitian. Sebaliknya, nilai Cronbach's Alpha yang rendah menunjukkan bahwa 

instrumen memiliki tingkat keandalan yang kurang baik. Menurut Ghozali (2016), suatu 

instrumen penelitian dinyatakan reliabel apabila memiliki nilai Cronbach's Alpha lebih besar 

dari 0,60. Berdasarkan kriteria tersebut, item-item pernyataan dalam kuesioner dinyatakan 

reliabel apabila nilai Cronbach's Alpha > 0,60, sedangkan apabila nilai Cronbach's Alpha ≤ 

0,60, maka instrumen dinyatakan tidak reliabel atau belum memiliki tingkat konsistensi yang 

memadai. 

Tabel 6. Uji Realibilitas. 

Variabel Cronbach’s Alpha 
Nilai Cronbach’ s 

Alpha 
N of Item Keterangan 

X1 0,668 >0,6 7 Realibel 

X2 0,609 >0,6 5 Realibel 

X3 0,737 >0,6 6 Realibel 

Y 0,749 >0,6 5 Realibel 

Sumber : Diolah oleh peneliti. 

Seluruh variabel penelitian, yaitu Kesadaran Wajib Pajak (X1), Opsen PKB-BBNKB 

(X2), Akuntabilitas Pelayanan Publik (X3), dan Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor 

(Y), memiliki nilai Cronbach's Alpha lebih besar dari 0,60. Hasil tersebut menunjukkan bahwa 

seluruh item pernyataan pada masing-masing variabel telah memenuhi kriteria reliabilitas, 

sehingga instrumen penelitian dinyatakan memiliki tingkat konsistensi yang baik. Dengan 

demikian, kuesioner yang digunakan layak dijadikan sebagai alat pengumpulan data dan dapat 

digunakan untuk analisis lebih lanjut. 
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Analisis Statistik Deskriptif 

 
Gambar 2. Analisis Statistik Deskriptif. 
Sumber: Output SPSS yang telah dioalah (2026). 

Berdasarkan gambar 2, Kesadaran Wajib Pajak (X₁) memiliki rata-rata 28,14 dengan 

standar deviasi 3,216, Opsen PKB-BBNKB (X₂) sebesar 17,98 dengan standar deviasi 2,712, 

Akuntabilitas Pelayanan Publik (X₃) sebesar 23,10 dengan standar deviasi 3,023, dan 

Kepatuhan Wajib Pajak PKB (Y) sebesar 20,24 dengan standar deviasi 2,243. Hasil 

perhitungan koefisien variasi (CV) masing-masing variabel sebesar 11%, 15%, 13%, dan 11%, 

sehingga seluruh variabel berada pada kategori variasi sedang karena memiliki CV antara 10–

20%. Dengan demikian, penyebaran data pada masing-masing variabel relatif terkendali dan 

cukup homogen sehingga data dinilai memadai untuk digunakan dalam analisis selanjutnya. 

Uji Asumsi Klasik 

Uji Multikolinearitas 

 
Gambar 3. Uji Multikolinearitas. 

Sumber: Output SPSS yang telah dioalah (2026). 

Berdasarkan hasil pengujian pada gambar 3 di atas, diketahui bahwa nilai Variance 

Inflation Factor (VIF) pada variabel Kesadaran Wajib Pajak (X1) sebesar 1,228, variabel 

Opsen PKB-BBNKB (X2) sebesar 1,326, dan variabel Akuntabilitas Pelayanan Publik (X3) 

sebesar 1,295. Seluruh nilai VIF tersebut berada di bawah batas 10. Selain itu, nilai Tolerance 

pada masing-masing variabel juga lebih besar dari 0,10. Dengan demikian, dapat disimpulkan 

bahwa seluruh variabel independen dalam model penelitian ini tidak mengalami gejala 
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multikolinearitas. Hasil tersebut menunjukkan bahwa tidak terdapat korelasi yang tinggi 

antarvariabel independen, sehingga model regresi yang digunakan telah memenuhi salah satu 

asumsi klasik dan layak untuk digunakan dalam analisis penelitian selanjutnya. 

Uji Normalitas 

 
Gambar 4. Uji Normalitas. 

Sumber: Output SPSS yang telah dioalah (2025). 

Berdasarkan hasil uji normalitas pada gambar 4, diperoleh nilai Asymp. Sig. (2-tailed) 

sebesar 0,200. Nilai tersebut lebih besar dibandingkan tingkat signifikansi yang ditetapkan, 

yaitu 0,05. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa residual dalam model regresi 

berdistribusi normal, sehingga model telah memenuhi asumsi normalitas. 

Selain menggunakan uji Kolmogorov-Smirnov, pengujian normalitas juga dapat 

dilakukan melalui pendekatan Normal Probability Plot (P-P Plot). Pada metode ini, data 

residual dikatakan berdistribusi normal apabila titik-titik pengamatan berada di sekitar atau 

mengikuti arah garis diagonal. Sebaliknya, apabila titik-titik pengamatan menyebar secara jauh 

dari garis diagonal, maka dapat mengindikasikan bahwa residual tidak berdistribusi normal. 

Hasil pengujian normalitas menggunakan metode Normal Probability Plot disajikan sebagai 

berikut: 

 
Gambar 5. Hasil Uji Normalitas dengan Grafik Histogram. 
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Berdasarkan hasil pengamatan pada grafik histogram, distribusi residual terlihat 

cenderung simetris dan mengikuti pola kurva normal. Hal tersebut diperkuat dengan nilai mean 

residual sebesar −1,396E−17 yang sangat mendekati angka nol serta nilai standar deviasi 

sebesar 0,985 yang mendekati satu. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa residual dalam 

model regresi memiliki pola distribusi yang mendekati distribusi normal, sehingga dapat 

dikatakan bahwa asumsi normalitas telah terpenuhi. 

 
Gambar 6. Hasil Uji Normalitas dengan Grafik P-Plot. 

Berdasarkan gambar 6, dapat dilihat bahwa grafik Normal P-P Plot of Regression 

Standardized Residual menunjukkan titik-titik residual yang sebagian besar berada di sekitar 

dan mengikuti arah garis diagonal. Pola tersebut mengindikasikan bahwa nilai residual 

memiliki distribusi yang mendekati distribusi normal. Dengan demikian, dapat disimpulkan 

bahwa asumsi normalitas pada model regresi telah terpenuhi, sehingga model regresi linear 

yang digunakan dalam penelitian ini dapat dilanjutkan untuk tahap analisis berikutnya. 

Uji Heteroskedasitas 

 
Gambar 7. Hasil Uji Heteroskedastisitas Scatterplot. 
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Berdasarkan hasil pengamatan pada grafik, titik-titik residual terlihat menyebar secara 

acak di sekitar garis nol, baik pada bagian atas maupun bawah sumbu Y, serta tidak membentuk 

pola tertentu. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa tidak terdapat pola penyebaran residual 

yang sistematis. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa model regresi dalam penelitian 

ini tidak mengalami gejala heteroskedastisitas, sehingga asumsi homoskedastisitas telah 

terpenuhi. 

 
Gambar 8. Hasil Uji Heteroskedastisitas. 

Berdasarkan hasil pengujian pada Tabel 8, diketahui bahwa nilai signifikansi pada 

variabel Kesadaran Wajib Pajak (X1), Opsen PKB-BBNKB (X2), dan Akuntabilitas Pelayanan 

Publik (X3) seluruhnya berada di atas 0,05. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa tidak 

terdapat gejala heteroskedastisitas pada masing-masing variabel independen, sehingga model 

regresi yang digunakan dalam penelitian ini telah memenuhi asumsi homoskedastisitas dan 

layak untuk digunakan pada analisis selanjutnya. 

Analisis Regresi Linear Berganda 

 
Gambar 9. Hasil Uji Analisis Regresi Linear Berganda. 
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Berdasarkan hasil analisis regresi linear berganda, diperoleh persamaan Y = 6,740 + 

0,253X₁ + 0,211X₂ + 0,112X₃. Nilai konstanta sebesar 6,740 menunjukkan nilai Kepatuhan 

Wajib Pajak Kendaraan Bermotor ketika Kesadaran Wajib Pajak, Opsen PKB-BBNKB, dan 

Akuntabilitas Pelayanan Publik dianggap konstan. Koefisien Kesadaran Wajib Pajak sebesar 

0,253 dan Opsen PKB-BBNKB sebesar 0,211 menunjukkan bahwa setiap peningkatan satu 

satuan pada masing-masing variabel akan meningkatkan kepatuhan wajib pajak sebesar 0,253 

dan 0,211 satuan dengan asumsi variabel lainnya tetap. Sementara itu, koefisien Akuntabilitas 

Pelayanan Publik sebesar 0,112 menunjukkan hubungan positif, yaitu setiap peningkatan satu 

satuan variabel tersebut akan meningkatkan Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor 

sebesar 0,112 satuan. 

Uji Hipotesis 

Uji t 

 
Gambar 10. Hasil Uji T. 

Berdasarkan hasil uji t pada tingkat signifikansi 5% dengan t gambar sebesar 1,98498, 

Kesadaran Wajib Pajak (X₁) memiliki t hitung 4,013 dan signifikansi 0,000 < 0,05, sehingga 

H₁ diterima dan dinyatakan berpengaruh positif serta signifikan terhadap Kepatuhan Wajib 

Pajak Kendaraan Bermotor. Opsen PKB-BBNKB (X₂) memperoleh t hitung 2,715 dengan 

signifikansi 0,008 < 0,05, sehingga H₂ diterima dan menunjukkan pengaruh positif serta 

signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Sementara itu, Akuntabilitas Pelayanan Publik (X₃) 

memiliki t hitung 1,625 < 1,98498 dan signifikansi 0,107 > 0,05, sehingga H₃ ditolak dan 

dinyatakan tidak berpengaruh signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan 

Bermotor. 
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Uji F 

 
Gambar 11. Hasil Uji F. 

Berdasarkan hasil pengujian pada gambar di atas, diperoleh nilai signifikansi sebesar 

0,000, yang lebih kecil dari tingkat signifikansi 0,05 (0,000 < 0,05). Selain itu, nilai F hitung 

sebesar 18,071 lebih besar dibandingkan dengan F tabel sebesar 3,09 (18,071 > 3,09). Dengan 

demikian, dapat disimpulkan bahwa Kesadaran Wajib Pajak (X1), Opsen PKB-BBNKB (X2), 

dan Akuntabilitas Pelayanan Publik (X3) secara simultan berpengaruh signifikan terhadap 

Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor (Y). Hal ini menunjukkan bahwa ketiga variabel 

independen tersebut secara bersama-sama mampu memberikan pengaruh terhadap tingkat 

kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor. 

Uji Koefisien Determinasi 

 
Gambar 12. Hasil Uji Koefisien Determinasi. 

Berdasarkan hasil pengujian pada gambar 12, diperoleh nilai koefisien determinasi (R 

Square) sebesar 0,361. Nilai tersebut menunjukkan bahwa variabel independen yang terdiri 

dari Kesadaran Wajib Pajak (X1), Opsen PKB-BBNKB (X2), dan Akuntabilitas Pelayanan 

Publik (X3) secara bersama-sama mampu menjelaskan variasi pada Kepatuhan Wajib Pajak 

Kendaraan Bermotor (Y) sebesar 36,1%. Sementara itu, sebesar 63,9% variasi pada variabel 

kepatuhan wajib pajak dijelaskan oleh faktor atau variabel lain yang berada di luar model 

penelitian ini dan tidak dianalisis dalam penelitian. 
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Selanjutnya, nilai koefisien korelasi (R) sebesar 0,601 menunjukkan bahwa terdapat 

hubungan positif dengan tingkat keeratan yang cukup kuat antara variabel independen secara 

bersama-sama dengan variabel dependen. Artinya, peningkatan pada variabel-variabel 

independen dalam model cenderung diikuti oleh peningkatan Kepatuhan Wajib Pajak 

Kendaraan Bermotor. 

Pembahasan 

Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak (X1) terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan 

Bermotor (Y) 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa kesadaran wajib pajak berperan dalam 

meningkatkan kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor pada Badan Pengelolaan Pendapatan 

Daerah Kabupaten Majalengka, di mana pemahaman mengenai kewajiban dan manfaat pajak 

dapat mendorong masyarakat untuk memenuhi kewajibannya secara tertib. Temuan ini sejalan 

dengan Theory of Planned Behavior (Ajzen, 1991) yang menjelaskan bahwa sikap dan persepsi 

individu dapat membentuk niat serta perilaku, termasuk dalam memenuhi kewajiban 

perpajakan. Peningkatan kesadaran tersebut perlu didukung oleh edukasi, penyampaian 

informasi yang jelas, serta kebijakan yang memberikan kemudahan kepada wajib pajak, 

termasuk program pembebasan atau pengurangan kewajiban tertentu sesuai ketentuan yang 

berlaku. Dengan demikian, sinergi antara kesadaran masyarakat dan dukungan pemerintah 

diharapkan dapat membentuk kepatuhan pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor yang tepat 

waktu dan berkelanjutan serta mendukung optimalisasi penerimaan pajak daerah. 

Pengaruh Opsen PKB-BBNKB (X2) terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor 

(Y) 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan Opsen PKB-BBNKB berperan dalam 

meningkatkan kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor pada Badan Pengelolaan Pendapatan 

Daerah Kabupaten Majalengka. Kebijakan ini memberikan kepastian mengenai kewajiban 

perpajakan sekaligus memperkuat keterkaitan antara penerimaan pajak dan pembiayaan 

pembangunan daerah, sebagaimana didukung oleh Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat 

Nomor 9 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Temuan ini sejalan dengan 

penelitian Fitriana (2024) dan Rachmawati (2023) yang menunjukkan bahwa penerapan skema 

opsen dapat mendukung penerimaan daerah dan kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor. 

Oleh karena itu, penerapan Opsen PKB-BBNKB perlu didukung dengan transparansi 

pengelolaan penerimaan, sosialisasi yang mudah dipahami, serta penyampaian informasi 

mengenai manfaat pajak bagi pembangunan daerah guna memperkuat kepercayaan dan 

kepatuhan wajib pajak secara berkelanjutan. 
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Pengaruh Akuntabilitas Pelayanan Publik (X3) terhadap Kepatuhan Wajib Pajak 

Kendaraan Bermotor (Y) 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa akuntabilitas pelayanan publik belum menjadi 

faktor yang secara langsung memengaruhi kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor pada 

Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Kabupaten Majalengka. Meskipun pelayanan yang 

transparan, jelas, responsif, dan dapat dipertanggungjawabkan mampu memberikan 

kenyamanan serta membangun kepercayaan masyarakat, keputusan untuk memenuhi 

kewajiban perpajakan juga dipengaruhi oleh faktor lain, seperti kesadaran pribadi, kemampuan 

ekonomi, pemahaman perpajakan, dan kemudahan pembayaran. Temuan ini sejalan dengan 

penelitian Anu (2022) dan Fitrianingsih (2024) yang menunjukkan bahwa akuntabilitas 

pelayanan publik belum secara langsung memengaruhi kepatuhan wajib pajak kendaraan 

bermotor. Oleh karena itu, peningkatan akuntabilitas pelayanan tetap perlu dilakukan 

bersamaan dengan edukasi perpajakan, penyederhanaan proses pembayaran, dan penyampaian 

informasi mengenai manfaat pajak guna mendukung peningkatan kepatuhan wajib pajak secara 

berkelanjutan. 

Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak (X1), Opsen PKB-BBNKB (X2), dan Akuntabilitas 

Pelayanan Publik (X3) terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor (Y) 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa kesadaran wajib pajak, penerapan Opsen PKB-

BBNKB, dan akuntabilitas pelayanan publik secara bersama-sama memiliki keterkaitan 

dengan kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor pada P3DW Sumber. Kepatuhan tersebut 

terbentuk melalui kombinasi kesadaran masyarakat dalam memahami dan melaksanakan 

kewajiban perpajakan, penerapan kebijakan Opsen PKB-BBNKB yang memberikan kerangka 

dan kepastian dalam pelaksanaan kewajiban, serta pelayanan publik yang transparan, responsif, 

dan akuntabel. Temuan ini sejalan dengan Theory of Planned Behavior yang menjelaskan 

bahwa perilaku dapat dipengaruhi oleh sikap, lingkungan sosial, dan persepsi individu terhadap 

kemampuannya dalam melakukan suatu tindakan. Oleh karena itu, peningkatan kepatuhan 

wajib pajak perlu dilakukan secara terpadu melalui edukasi perpajakan, sosialisasi kebijakan 

Opsen PKB-BBNKB, penyampaian informasi mengenai manfaat pajak, serta peningkatan 

kualitas dan kemudahan pelayanan sehingga masyarakat terdorong untuk memenuhi kewajiban 

perpajakan secara tertib dan berkelanjutan. 

 

4. KESIMPULAN  

Penelitian ini dilakukan untuk menganalisis pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Opsen 

PKB-BBNKB, dan Akuntabilitas Pelayanan Publik terhadap Kepatuhan Wajib Pajak 
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Kendaraan Bermotor pada Kantor Pelayanan Pajak Daerah Kabupaten Majalengka. 

Berdasarkan hasil analisis dan pengujian yang telah dilakukan, diperoleh beberapa kesimpulan 

sebagai berikut: 

Kesadaran Wajib Pajak (X1) berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kepatuhan 

Wajib Pajak Kendaraan Bermotor (Y). Hal ini menunjukkan bahwa semakin tinggi tingkat 

kesadaran masyarakat dalam memahami dan melaksanakan kewajiban perpajakannya, maka 

semakin tinggi pula tingkat kepatuhan dalam membayar pajak kendaraan bermotor. 

Pemahaman mengenai pentingnya pajak bagi pembangunan dan peningkatan penerimaan 

daerah dapat mendorong wajib pajak untuk lebih bertanggung jawab dalam memenuhi 

kewajibannya. 

Opsen PKB-BBNKB (X2) berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kepatuhan Wajib 

Pajak Kendaraan Bermotor (Y). Penerapan kebijakan opsen yang memungkinkan sebagian 

penerimaan pajak menjadi pendapatan pemerintah daerah dapat memberikan pemahaman 

kepada masyarakat bahwa pajak yang dibayarkan turut mendukung pembangunan daerah. 

Persepsi tersebut dapat meningkatkan dorongan wajib pajak untuk memenuhi kewajiban 

pembayaran pajak kendaraan bermotor secara tepat waktu. 

Akuntabilitas Pelayanan Publik (X3) tidak berpengaruh signifikan terhadap Kepatuhan 

Wajib Pajak Kendaraan Bermotor (Y). Kondisi ini dapat disebabkan oleh adanya perbedaan 

antara persepsi atau harapan wajib pajak dengan pelayanan yang diterima, maupun belum 

optimalnya pemahaman masyarakat mengenai bentuk akuntabilitas pelayanan publik. Dengan 

demikian, meskipun pelayanan publik yang transparan dan bertanggung jawab merupakan 

aspek penting dalam membangun kepercayaan masyarakat, faktor tersebut belum menjadi 

penentu utama dalam mendorong kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor. 

Secara simultan, Kesadaran Wajib Pajak, Opsen PKB-BBNKB, dan Akuntabilitas 

Pelayanan Publik secara bersama-sama berpengaruh signifikan terhadap Kepatuhan Wajib 

Pajak Kendaraan Bermotor. Hal ini menunjukkan bahwa peningkatan kepatuhan perpajakan 

membutuhkan pendekatan yang menyeluruh, tidak hanya melalui peningkatan kesadaran 

masyarakat, tetapi juga melalui penerapan kebijakan perpajakan yang efektif serta 

penyelenggaraan pelayanan publik yang baik. 
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